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WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 2~7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya reorganisasi perangkat daerah
Kota Pematangsiantar dengan terbitnya Peraturan
Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Pematangsiantar, telah merubah nomenklatur jabatan
pada Perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan
Perubahan atas Peraturan Walikota Pematangsiantar
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Pemeriritah Kota
Pematangsiantar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Pematangsiantar tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-UndangNomor 8 Drt. Tahun 1956
tentangPembentukan Daerah Otonom Kota-
kotaBesarDalamLingkungan Daerah Propinisi Sumatera
Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59,
TambahanLembaran Negara RI Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsii (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5698);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaim
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

ana



Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014;

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan
Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan
Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1863);

15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di
lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun
2017 tentangPembentukan Perangkat Daerah Kota
Pematangsiantar;

17. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Keija Sekretariat Daerah Kota,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf
Ahli Walikota Pematangsiantar;

18. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Keija Inspektorat Kota
Pematangsiantar;

19. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Keija Dinas-Dinas Daerah Kota
Pematangsiantar;

20. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Keija Badan-Badan Daerah Kota
Pematangsiantar;

21. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Keija Kecamatan dan Kelurahan
Kota Pematangsiantar.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTATENTANGPERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 15
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEMATANGSIANTAR

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut :

BAB V
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian
gratifikasi dibentuk UPG

(2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a;Pembina
b.Pengarah

: Walikota Pematangsiantar
: Sekretaris

Pematangsiantar
: Inspektur Kota Pematangsiantar

d.Wakil Ketua : Kepala Bagian HukumSetda Kota
Pematangsiantar

: Sekretaris
Pematangsiantar.

: 1. Inspektur
Inspektorat
Pematangsiantar;

2. Auditor pada Inspektorat Kota
Pematangsiantar,

3. Pejabat Pengawasan Urusan
Pemerintah Daerah (P2UPD) pada
Inspektorat
Pematangsiantar.

(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk
Sekretariat UPG yang dipimpin oleh sekretaris UPG.

(4) Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (lan ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Daerah Kota

c.Ketua

e.Sekretaris Inspektorat Kota

f. Anggota Pembantu pada
Kota

Kota



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 9 oU&t 'loij-
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 9 'loij-
PLT.SEKRETARIS DAER/H KOTA PEMATANGSIANTAR,

RESMAN PANJAITAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR


